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PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

NOMOR 19 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2009 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2009 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 

 

Menimbang   :        a.  bahwa dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat 
dan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan khusus yang 
belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009, maka 
berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009, 
pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer 
dimaksud dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD dengan persetujuan 
Pimpinan DPRD, sambil menunggu perubahan Peraturan 
Daerah tentang APBD; 

 
 b.  bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala DPPKAD 

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 
910/Kep.66-DPPKAD.3/VII/2009 tentang Persetujuan 
Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Langsung Antar Rincian 
Objek Belanja dalam Objek Belanja pada APBD Tahun 
Anggaran 2009, maka berdasarkan pasal 160 ayat (4) 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah pergeseran anggaran 
dimaksud dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD; 



 
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota 
Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2009.  

 
   

Mengingat    :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

 
  2.   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 

 
3.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

 
4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republlik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

 
5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

 
6.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
8.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
9.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);    

 
10.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
12.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 



13.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

 
14.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

 
16.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
19.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 
20.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
22.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
23.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
25.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 
26.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);     

 
27.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

 
28.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 
Seri A); 

 



29.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 2 Seri A); 

 
30.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 

 
31.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11  Seri A);   

 
32.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). 

 
33.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2009 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A); 

 
 

Memperhatikan :   1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri  Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

 
3.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PK.07/2009 tentang 

Alokasi dan Pedoman Penggunaan Dana Penguatan 
Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah 
(DPDF dan PPD); 

 
4.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009; 

 
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.471-

Disdik/2009 tentang Bantuan Keuangan untuk Program 



Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat 
pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2009; 

 
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.282-

Disdik/2008 tentang Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan 
Hibah untuk Pembangunan Pendidikan; 

 
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002/Kep.482-

BKD/2009 tentang Pemberian Penghargaan dan Bantuan 
Keuangan dalam rangka Keberhasilan Pemungutan dan 
Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 
2008; 

 
8.  Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 14/174.1/DPRD/2009 

tentang Persetujuan 5 (lima) Jenis Transfer Dana dari 
Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat dengan 
Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009; 

 
9. Keputusan Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah Nomor 910/Kep.66-DPPKAD.3/VII/2009 
tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Belanja Tidak 
Langsung antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja 
pada APBD Tahun Anggaran 2009.   

 
  

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2009 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.  

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2009 diubah sebagai 
berikut : 
A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :   

 
“Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula 
berjumlah Rp. 1.531.955.800.327,00 bertambah sejumlah Rp. 35.130.856.846,00 
sehingga menjadi Rp. 1.567.086.657.173,00 dengan rincian sebagai berikut : 



1. Pendapatan sejumlah      
a. Semula       Rp. 1.379.388.800.327,00 
b. Bertambah      Rp.      35.016.856.846,00 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan   Rp. 1.414.405.657.173,00 
 
2. Belanja sejumlah 

a. Semula       Rp. 1.517.825.430.527,00 
b. Bertambah      Rp.      35.130.856.846,00  

Jumlah Belanja setelah perubahan    Rp. 1.552.956.287.373,00 
(Defisit)        (Rp. 138.550.630.200,00)   
 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan sejumlah 
1) Semula       Rp. 152.567.000.000,00 
2) Bertambah      Rp.        114.000.000,00 
 Jumlah Penerimaan setelah perubahan  Rp. 152.681.000.000,00 
 
b. Pengeluaran sejumlah 

1) Semula       Rp. 14.130.369.800,00 
2) Bertambah      Rp.  -  
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan   Rp. 14.130.369.800,00 
 
Jumlah Pembiayaan netto 
setelah perubahan      Rp. 138.550.630.200,00 
 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
berkenaan setelah perubahan    Rp.                          0,00      

 
B. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :  

 
“Pasal 2 

 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 
 

C. Diantara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan pasal baru yaitu pasal 2A yang berbunyi 
sebagai berikut : 

 
“Pasal 2A 

 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD menurut Organisasi dan Urusan 
Pemerintahan Daerah tercantum dalam lampiran I a Peraturan ini. 
 

D. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :  
 
 



“Pasal 3 
 

Perubahan Penjabaran APBD untuk akun yang mengalami perubahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 
Peraturan ini. 
 

E. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi : 
 

“Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 2A 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
 

F. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :  
 

“ Pasal 5 
 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran 
APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

 
Pasal II 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 

 

         
              Ditetapkan di Bekasi 
             pada tanggal 7 Juli 2009 
 
                 WALIKOTA BEKASI 

 
                  Ttd/Cap 
 
               H. MOCHTAR MOHAMAD 
 
 
 
 
 
 
 



Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 7 Juli 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI  
 
 Ttd/Cap 
 
          TJANDRA UTAMA EFFENDI 
               Pembina Utama Madya                  
            NIP. 19520902 197707 1 001 
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